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ABSTRACT 
 
The worker is the weaker party in terms of worker-employee relationship system. The problem 
that often arises in the event of bankruptcy decision issued by the judiciary is the ignorance of labor 
rights. As we know that termination of employment (layoffs) may be conducted by the employer in 
accordance with article 165 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower, which is when the company is 
closed due to creditors’ law suit on unpaid credit within a specified time and therefore stating 
bankruptcy. Employers who are declared bankrupt by a competent judge shall settle all obligations, 
including in this case, paying workers' compensation regulations. In practice, the curator, the official 
havint the authority to calculate the company's assets can be invited to cooperate in terms of the 
repayment obligation, and they rather put the assets of the creditor's rights in front of workers’ rights. 
The receiver and or parties related to tend to prioritize the interests of the group more than the fulfillment 
of labor rights as compensation from the bankruptcy decision occurs. Whereas Article 95 Paragraph (4) 
of Law No. 13 of 2003 has stated that labor rights should come first before completing the receivables of 
the creditors. 
 




Tenaga kerja merupakan pihak yang lemah dalam hal sistem hubungan kerja. Permasalahan 
yang sering muncul dalam hal adanya keputusan pailit yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan adalah 
terabaikannya hak-hak tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
dapat dilakukan oleh pengusaha sesuai pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yakni apabila perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan digugat oleh kreditur 
terkait permodalan yang belum dapat dilunasi dalam tempo waktu yang sudah ditentukan dan dinyatakan 
pailit. Pengusaha yang dinyatakan pailit oleh hakim yang berwenang wajib menyelesaikan seluruh 
kewajibannya termasuk dalam hal ini adalah membayar kompensasi buruh sesuai perundangan yang 
berlaku. Dalam prakteknya, kurator sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menghitung aset 
perusahaan dapat diajak bekerjasama dalam hal pemenuhan kewajiban pelunasan aset kreditur tetapi 
bukan mendahulukan hak-hak buruh yang harus diterima. Kurator dan atau pihak-pihak yang terkait 
cenderung lebih mengedepankan kepentingan golongan dari pada pemenuhan terhadap hak-hak buruh 
sebagai kompensasi dari keputusan pailit yang terjadi. Padahal pasal 95 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 telah menyatakan bahwa hak-hak buruh harus didahulukan sebelum 
menyelesaikan piutang dari para kreditur. 
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